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1.

Latar Belakang

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah secara langsung
berimplikasi pada pembangunan daerah. Daerah atau biasa disebut sebagai Pemerintah Daerah
dengan pemberlakuan undang-undang ini memiliki kewenangan otonom untuk mengelola urusan di
daerah tanpa ada intervensi berlebihan dari Pemerintah Pusat. Seiring dengan perkembangan

perspektif ideal tentang otonomidaerah, maka padatahun 2004 diundangkan'@ndang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 sebagai penyempurna peraturan perundangan yang se

khusus  mengatur perimbangan keuangan antara

diundangkannya undang-undangini, diharapkan p

pembangunan daerah.

Dinamika pembagian kewenangan ra dan Pemerintah Daerah terus berjalan.

Padatahun 2014 dengan diund&ka aUUN n 2014 makaUU No. 32 Tahun 2004 praktis

menjadi tidak berlaku.Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri
- W
dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan
- s AN
pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya
. VY W

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan
- W W
yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan
| o W
pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala
A W -

pemerintahan.

rintah Kabupaten/Kota dalam menunjang pembangunandaerah adalah dengan

angsungan pembiayaan pembangunan itu sendiri. Salah satu sumber pembiayaan

berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah dengan dilandasi Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memiliki kewenangan untuk
menggali potensi pendapatan dari daerahnya. Potensi pendapatan yang tertuang dalam Pendapatan
Asli Daerah ini dapat berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha BUMD dan pendapatan asli
daerah lainnya. Keseriusan pemerintah untuk mendorong Pemerintah Daerah dalam menggali PAD

ditunjukkan dengan direvisinya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan



Retribusi Daerah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan aturan pelaksanaannya berupa
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Peraturan perundangan yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah kembali direvisi dengan
diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam undang-undanginidisebutkan secara
mendetail macam dan jenis pajak serta retribusi daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Provinsi

maupun Kabupaten/ Kota. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajdk.Bumi dan Bangunan

untuk sektor Perdesaaan dan Perkotaan mulai dilimpajkan ke daerah. P
pajak danretribusidaerah ini menuntut pemerintah daerah untuksenanti
potensi penerimaan daerah yang ada.
Kini peraturan perundangan tentang perimbangan keua purnakan kembali
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Unda hun 2022 mengatur

hubungan keuanganantara Pusat dan Daerah. Ling or1Tahun2022 iniadalah

sinergis (spending quality).

Dalam kemampuan keuangan endapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan

sinergis dapat diwujudkan dalam penganggaran yang berkualitas,

uatan pengawasan, pembentukan Dana AbadiDaerah serta harmonisasi

014. Adapun tujuan dari kemampuan keuangan yang adil dan selaras (fiscal
ion) dan belanja daerah yang berkualitas dan sinergis (spending quality) ini
berkesuaian dengan nafas dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Nafas dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah kesetaraan alokasi sumber daya guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi Pemerintah pusat, otonomi daerah dikaitkan dengan
upaya penyetaraan (equalization) kemampuan keuangan antar daerah. Sebaliknya, bagi pemerintah

daerah otonomidaerah dilekatkan pada kecukupan (sufficiency) dalam membiayaikebutuhan daerah.



Gunamencapaitujuan tersebut beberapa bagian dari peraturan perundangan sebelumnya mengalami
beberapa penyesuaian.
A. Deskripsi Wilayah
Kabupaten Rembang merupakan kabupaten paling timur di Provinsi Jawa Tengah dan terletak di
Pantai Utara Jawa Tengah. Kabupaten Rembang berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di

Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Rembang adalah sebagai

berikut:
Sebelah Utara : Laut Jawa
Sebelah Selatan : Kabupaten Blora
Sebelah Barat : Kabupaten Pati
Sebelah Timur : Kabupaten Tuban, Pr

56,83% wilayah Kabupaten

Kecamatan yang memiliki luas wilayah t ecamatan Sale (109,01 km2) dan yang
terkecil adalah Kecamatan Sluk . [ administratif menurut kecamatan dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1.
ilayah istr enurut Kecamatan di Kabupaten Rembang
Tahun 2021
Banyaknya Luas Wilayah
No. Kecamatan Desa/ Km? Persentase terhadap
Kelurahan Total
1 Vu 16 101,1 9,75%
2 Gunem 16 84,73 8,17%
Kaliori 23 61,72 5,95%
Kragan 27 67,08 6,47%
5 Lasem 20 46,23 4,46%
6 Pamotan 23 80,60 7,77%
7 Pancur 23 43,00 4,15%
8 Rembang 34 61,71 5,95%
9 Sale 15 109,01 10,52%
10 Sarang 23 92,86 8,96%




Banyaknya Luas Wilayah

No. Kecamatan Desa/ Km? Persentase terhadap
Kelurahan Total

11 Sedan 21 87,37 8,43%

12 Sluke 14 38,28 3,69%

13 Sulang 21 84,81 8,18%

14 Sumber 18 78,20 7,54%

Total 294 1.036,70 00%

Sumber: Kabupaten Rembang Dalam Angka 2022. Data dio

Jawa Timur,
insi Jawa Tengah,
ian selatan wilayah
egunungan Kapur Utarg,

dengan puncaknya Gunung Butak (6 ) agian wilayah utara, terdapat

kelerengan antara O- an diKabupaten Rembang didominasikawasan budidaya
seluas 96,73% da embangdan 3,27%kawasan lindung. Kawasan Lindung
di Kabupate i kawasan hutan lindung, kawasan lindung setempat dan kawasan

suakaalam. patterbagi menjadi tiga yaitu kawasan sekitar danau, kawasan

lindung se %. Sementara itu kawasan budidaya didominasi kawasan pertanian dengan
san mengapai60,36% dariluas seluruh kawasan budidaya. Peruntukanbudidaya lainnya berupa
ka untukan permukiman, kawasan hutan produksi, kawasan peruntukan industri dan
kawasan perikanan. (RKPD, 2020).

Secara umum Kabupaten Rembangterbagi menjadi 3 karakteristik yaitu wilayah pesisir di sebelah
Utara, wilayah pegunungan disebelah Selatan dan dataran rendah di bagian tengah. Penggunaan
lahan di Kabupaten Rembang diarahkan sesuaidengan karakteristik wilayah dengan fokus sebagai

berikut :



e Bagian utara difokuskan untuk pengembangan kawasan perikanan, permukiman, industri
dan sebagian kecil pertanian.

e Bagiantengah dikembangkan kawasanpertanian,industriberbasispertanian, permukiman
dan perkebunan.

e Bagian selatan berupa kawasan hutan, pertanian, kawasan pertambangan dan industri

berbasis pertanian dan pertambangan. (RKPD,2022).

B. Potret Perekonomian

Rembang kembali bertumbuh
positif bagi perekonomian

2022 perekonomian
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Sumber: bps.go.id. Data diolah.



Adapun untuk pertumbuhan sektoral, pada tahun 2022 sektor yang memiliki pertumbuhan paling
tinggi adalah sektor transportasi dan pergudangan sebesar 60,53%. Sektor dengan pertumbuhan
tinggi lainnya adalah sektor jasa lainnya sebesar 19,52% dan sektor penyediaan akomodasi dan
makan minum sebesar 16,93%. Sektor yang memiliki penurunan adalah sektor pertambangan dan

penggalian dengan penurunan sebesar 11,10%.

Gambar 1.2.
Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral Kabupaten Rembang Tahyg 2022
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pengo . Sektor industri pengolahan memiliki kontribusi sebesar 23,44%. Sektor perdagangan

besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor berkontribusi sebesar 13,04% merupakan

sektor ketiga kontributor utama.



Gambar 1.3.
Persentase Kontribusi Sektoral Pembentuk PDRB Kabupaten Rembagg Tahun 2022
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dilihat pada Gambar 1.4. Dalam 11 series tahun terakhir memiliki rata-rata

Gambar 1.4.
Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2013-2022
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Sumber: bps.go.id. Data diolah.

Sektoryang memiliki kontribusiterbesar an PDRB Rembang adalah sektor
industri pengolahan. Sektor ini memilik ibusi yang terus meningkat selama periode
pengamatan. Adapun kontribusirz : rakhir sebesar 21,35% dan rata-rata
pertumbuhan sebesar 6,12%.
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Sektor yang berkontribusi besar ketiga dalam pembentukan PDRB Kabupaten Rembang adalah
sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor ini memiliki
persentase besaran kontribusiyang fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.6. Rata-rata
kontribusi sektor inidalam 11 tahun terakhir sebesar 13,22% dengan laju pertumbuhan rata-rata

sebesar 7,08%.

Gambar 1.6.
Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mafil dan Sepeda Motor

Tahun 2013-2022
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BD"terdapat bagian-bagian/ pos-pos besar, untuk deskripsi ini penekanan
an pada pos Pendapatan. Pendapatan daerah secara esensi dapat dibagi
ber pendanaan, yaitu dari dana sendiri, transfer pemerintah dan lain-lain
ang sah. Pada struktur APBD tahun 2020, PAD memiliki porsi 16,24% dari total
Pendapatan Daerah sebesar Rp2.054.302,2 juta. Sedangkan Dana Perimbangan memiliki proporsi
sebesar 59,13% dari total Pendapatan Daerah dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah memiliki
proporsisebesar24,63%.Berikut merupakanstruktur APBD Kabupaten Rembangtahun 2021 pada

pos Pendapatan:



Tabel 1.2.

APBD Kabupaten Rembang Pos Pendapatan
Tahun 2017-2020

Tahun
Jenis Penerimaan
2017 2018 2019 2020

A Pendapatan Daerah 1.739.982.890.000 | 1.794.911.075.000 | 1.785.139.506.000 | 1.891.753.254.000
1. Pendapatan Asli Daerah 318.049.266.000 | 305.676.436.000 | 291.855.438.000 | 307.258.622.000
1.1. | Pajak Daerah 59.734.947.000 | 100.438.353.000 100.522.250.000
1.2. | Retribusi Daerah 20.730.064.000 21.441.590.000 23.051.081.000
1.3. | Hasil Perusahaan Milik Daerah 9.212.739.000 18.775.303.000 .309.000

dan Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan
1.4. | Lain-Lain PAD yang Sah 228.371.516.000 172.844.982.000
2. Dana Perimbangan 927.645.131.000 1.118.646.021.000
2.1. | Bagi Hasil Pajak 43.527.051.0 45.024.122.000 43.942.090.000
2.2. | Bagi Hasil Bukan Pajak/ 1.836.812.0 .886.488.000 -

Sumber Daya Alam
2.3. | Dana Alokasi Umum 771. 67.00 795.736.287.000 | 810.570.557.000
2.4. | Dana Alokasi Khusus 96. 243.767.959.000 | 264.133.374.000
3. | Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 494.288: .00 4 9.392.000 | 406.869.212.000 | 465.848.611.000
B | Pembiayaan Daerah 95.1861000 | 117.161.445.000 49.237.213.000 | 162.548.944.000

Jumlah 54. 000 | 1.912.072.520.000 | 1.834.376.719.000 | 2.054.302.198.000

baran struktur APBD dalam waktu empat tahunterakhir. Adapun

mengalami perubahan yang cukup signifikan.

ihat bahwa kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

. Penurunan kontribusi PAD pada Pendapatan Daerah ini terjadi

mpat tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Dalam

semakin

karena

dan Pendapatan Daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2018 dan tidak




Tabel 1.3.
Kontribusi PAD dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah
Tahun 2017-2020

Tahun
Keterangan
2017 2018 2019 2020
Share Pajak Daerah ke PAD 18,78% | 32,86% | 33,18% | 32,72%

Share Pajak Daerah ke Pendapatan
Daerah 3,43% 5,60%

Share PAD ke Pendapatan Daerah 18,28%

Sumber: djpk.go.id. Data diolah

Laju pertumbuhan Pendapatan Daerah, PAD dan Pendap

68,14% -3,57% 3,79%
-3,89% -4,52% 5,28%

3,16% -0,54% 5,97%

D mengalami penurunan pada dua tahun amatan. Penurunan ini terjadi pada
an 2019 yaitu pada angka 3,89% dan 4,52%. PAD kembali bertumbuh pada tahun
2020 sebesar 5,28%. Adapun untuk Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah mengalami penurunan
pada tahun 2019. Pada tahun 2019 baik Pajak Daerah, PAD dan Pendapatan Daerah mengalami

penurunan.



2.

Identifikasi Masalah

Melihat pada uraian sebelumnya maka yang menjadi urgensi dalam pengelolaan keuangan daerah di
Kabupaten Rembang adalah implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan
keuangan antara pusat dan daerah. Ketentuanperundangan yangbaru ini, tentunya memiliki beberapa
penyesuaian bila dibandingkan dengan ketentuan perundangan sebelumnya. Penyusunan peraturan
daerah yang berpijak pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 merupakan hal yang harus segera
dipenuhiagar Kabupaten Rembang dalam melakukan pungutan pajak dan p naan retribusi tetap

optimal dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Maksud dan Tujuan
Maksud dari kegiatan ini adalah memberikan dasar terkaj ndang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang hubungan keuangan Pusat dan Dae gan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Memberikan landasan dan kerangka pe

ari pusat dan daerah maka disampaikan informasi terkait
ng berlaku terhadap Penyusunan Naskah Akademik tentang Pajak

i Kabupaten Rembang diantaranya adalah:

o-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

ang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganlLembaran Negara RepublikIndonesia
Tahun 2022 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4286);



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambalian Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang PembentukanProdukHukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah



13. Peraturan Derah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2011tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan.

14. Peraturan Derah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Banguan
Perdesaan dan Perkotaan .

15. Peraturan Derah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang RetribusiJasa Umum dirubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retibusilasa Umumyang

diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang N 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daearah Kabupaten Rembang No ntang

RetribusiJasa Umum.
16. Peraturan Derah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahu ibusiJasa Usaha dirubah
tang Perubahan Atas

Retribusi Jasa Usaha yang

mbali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4
bahan Kedua Atas Peraturan Daearah Kabupaten Rembang Nomor 3

ng Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara

5. Metode dan Pendekatan
5.1. Data
Data dalam kajian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud
merupakan datayangdikumpulkanlangsungdarinarasumber. Data inidikumpulkan melalui Focus

Group Discussion (FGD) maupun pengamatan/ survei langsung ke lapangan. Data sekuder yang



5.2.

G

akan digunakan merupakan data publikasi darilembaga yang terkait dengan kajian, seperti BPS,

dinas terkait, maupun lembaga lainnya yang relevan.

Metode Kajian
Penyusunan Naskah Akademik tetang Pajak daerah dalam kaitannya dengan persiapan
implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 merupakan suatu kegiatan penelitian

sehingga digunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukuiia,atau penelitian lain.

Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif,

Akademik ini selain itu jugaydilak ata sekunder melalui dokumen-dokumen

dan kebijakan eksisti

N



BAB Il EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundangan-Undangan Terkait Pajak Daerah

1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis, dan juga konstitusi pemerintahan Negara Republik
Indonesia. Sebagaihukum dasar Lembaganegara, UUD 1945 mengikat pemerintah, Lembaga-
lembaga negara, lembaga masyrakat, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalam UUD 1945 terkadung cita-cita dan nilai-
nilai luhur bangsaIndonesia, yangtertuang dalam Pembukaan UD 1945 dan diikat oleh pasal
dan ayat yang dijelaskan dalam Batang Tubuh UUD 1945.

Pemerintah sebagai lembaga yang juga diatur dalam UUD 1945 terditi dari pemerintah pusat
dan daerah. Hal ini termuat dalam pasal 18 ayat (1),yang menyatakan bahwa: “Negara
Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentiuk Republik dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibagiatas daerah-daerah provinsidan daerah provinsiitu dibagiatas kabupaten dan
kota yang tiap-tiap provinsi, kabupateh, dan kota itu'mempunyai pemerintahan daerah, yang
diatur dengan undang-undang’. Kemudiandpada pasal 18 ayat (18A) ditegaskan dengan
menjelaskan bahwa penyelghggaraah,pemerintahan daerah dilakukan dengan kewenangan
yangluas serta dengan pak damkewajibammelaliiotonomidaerah. Terwujudnya pelaksanaan
otonomi daerah tefjadi melalui proses pgnyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke
pemerintah daerah.

Undang-UndangiNomor 13 Tahun®2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12201 Idtentang Pemibentukan Peraturan Perundang-Undangan

Unhdang-Undang, tentang) Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan merupakan
pelaksanaantdari “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang
menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Undang-Undang
diatur lebif“lanjut dengan Undang-Undang. Ruang lingkup materi muatan Undang-Undang
yang dimaksud tersebut diperluas tidak saja Undang-Undangtetapijuga mencakup Peraturan
Perundang-Undangan lainnya selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945 dan Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat. Oleh karena itu Undang-Undang ini
menjadi salah satu dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah. Salah satu materi yang
tercakup dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ini
adalah pengaturan penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota. Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan



pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan
untuk mewujudkan kepastian hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana
diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Dalam desentralisai, pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatur dan
mengelola kekayaan daerahnyayangdidasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku a. Arah dari

pelimpahan wewenang ini bertujuan untuk mempercepat terwujudn asyarakat yang adil

makmur dan sejahtera. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

mewujudkan‘sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan sesuai dengan aturan pokok
h ditetapkan. Undang-Undang ini mengatur kekuasaan pengelolaan keuangan
Negara, penyusunan dan penetapan APBN, penyusunan dan penetapan APBD, hubungan
keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral/pemerintah daerah/lembaga asing,
hubungan kekuasaan antara pemerintah dan perusahaan Negara/daerah/swasta serta badan
pengelolaan dana masyarakat, pelaksanaan APBN dan APBD, pertanggungjawaban

pelaksanaan APBN dan APBD, ketentuan pidana, sanksi administrasi, dan ganti rugi, serta

ketentuan peralihan. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diserahkan kepada



Gubernur/Bupati/Walikota. Pelaksanaanya dilakukan oleh kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan selaku pejabat pengguna
anggaran/barang daerah. Dalam pasal 10 ayat 2 tugas pejabat pengelola keuangan daerah
yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, menyusun rancangan APBD
dan rancangan perubahan APBD, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah
ditetapkan dengan peraturan daerah, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, dan

meyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban p

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Pusat dan Daerah

Pembentukan Undang-Undangtentang Perimbangan h Pusatdan

da Daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti

embagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk

ber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli
anaPerimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain PendapatanYangSah. Pendapatan
Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil
RetribusiDaerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lainlain Pendapatan
Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam
menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas
Desentralisasi.

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat diikuti dengan pemberian kewenangan
dalam perpajakan dan retribusi. Basis pajak kabupaten dan kotayangterbatas dan tidak adanya
kewenangan provinsidalam penetapan tarif pajaknya mengakibatkan Daerah kesulitan untuk
memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Ketergantungan Daerah terhadap dana perimbangan
dari pusat kurang mencerminkan akuntabilitas Daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas

penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenafigan dalam perpajakan

penetapan tarif.

Perluasan basis pajak Daerah dilakukan dengan i k yang sudah ada,

Adapun untuk retsi retribusi adalah jasa umum; jasa usaha dan perizinan

mum adalah: a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi

daraan Bermotor; h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; i.
Penggantian Biaya Cetak Peta; j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; |. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; m. Retribusi
Pelayanan Pendidikan; dan n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (guna meningkatkan efisiensi sumber daya dan

sinergi pendanaan pembangunan. Ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah



8.

Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi: a.pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa
Pajak dan Retribusi b.pengelolaan TKD; c.pengelolaan Belanja Daerah; d.pemberian
kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan e.pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal
nasional.

Penetapan UU No. 1 Tahun 2022 yang menggantikan UU Nomor 33 Tahun 2004 dan UU No.
28 Tahun 2009 ini bertujuan untuk menciptakan alokasi sumberdaya nasional yang efektif dan

efisien, serta mengatur tata kelola hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah

daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasil -Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 inilah unt ntang pajak

pajak (Opsen Pajak).
Ketentuan tentang pajak dae i yang ada dalam Undang-Undang No. 1

Tahun 2022 BablIme ANg jeni j cian dan kriteria pajak daerah dan retribusi

g. Pajak Sarang Burung Walet
h. Opsen PKB
i. Opsen BBNKB

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
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Pajak daerah di Kabupaten Rembang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Jenis pajak yangdiatur dalam peraturanini terdiri
atas:

a. Pajak hotel

b. Pajak restoran

c. Pajak hiburan

d. Pajak reklame

e. Pajak penerangan jalan

. Pajak mineral bukan logam dan batuan
g. Pajak parkir

h. Pajak air tanah

i. Pajak sarang burung walet

—h

Peraturan Derah Kabupaten Rembang No Tah 011t ng Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan.

5%.

Peraturan Derah

erdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan,
anfaatan bumi dan/atau bangunan sektor perdesaan dan sektor

asan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan,

etiap Wajib Pajak. Dasar pengenaan Pajak Bumidan Bangunan Perdesaan dan

nadalah NJOP. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan

sebagai berikut :

a. untuk NJOP sampaidengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar
0,15 % (nol koma lima belas persen) per tahun;

b. untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyarrupiah) ditetapkan sebesar0,2% (nol

koma dua persen) per tahun.



11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang RetribusiJasa Umum
dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum yang diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 1 Tahun 2020tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan Jenis
RetribusiJasa Umum terdiri atas :

a. RetribusiPelayanan Kesehatan;

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tand atatan Sipil;
d. RetribusiPelayanan Pemakaman; dan

e. Retribusi Pelayanan Pasar.

Peraturan Daerah Kabupaten Re hun 2011 tentang Pedoman

ara Telekomunikasi dirubah dengan

as Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Jasa Usaha yang diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daearah Kabupaten
Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Dalam Peraturan Derah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 disebutkan Jenis Retribusi
Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;



13.

14.

c. Retribusi Terminal;

d. Retribusi Rumah Potong Hewan;

e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan

f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Peraturan Derah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan
Tertentu.

Perijinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerint aerah kepadaorang

pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan da
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, pra
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menj
Dalam Peraturan Derah Kabupaten Rembang Nom isebutkan Jenis Retribusi
Perjanjuan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi Izin Gangguan;
c. Retribusi lzin Trayek;

d. Retribusi lzin Usaha Peri
Peraturan Derah Kabu
merupakan perub

Perubahan terkait

erdasarkan jenis, luas, jumlah dan jangka waktu pemakaian.
Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah sebagaimana tercantum

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011.
n ayat (2) dalam Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Objek RetribusiPelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan dan/atau
Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, dan tempat pelayanan kesehatan
lainnyayang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan
pendaftaran.

Jenis Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a) retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang:



1. pengawasan farmasi.

2. pengawasan kualitas air

3. pemeriksaan tempat-tempat umum.

4. pemberantasan serangga/nyamuk.

b) retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas
1. rawat jalan.

2. gawat darurat.

2a. konsultasi dokter

3. rawat inap.

4. tindakan medis dan perawatan khusus.
a. tindakan medis non operatif

b. tindakan medis operatif

c. tindakan perawatan khusus

5. pelayanan kebidanan.

a. persalinan normal

. persalinan abnormal

. pemeriksaan lab

11.pelayanan medico legal

12.pelayanan ambulance

13.pelayanan farmasi

14 .pemeriksaan kesehatan untuk memperoleh surat keterangan
Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.



16.

17.

(2) Besarnyatarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Peraturan Derah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun2019 tentang retribusijasa usahayang
merupakan perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011.
Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyisebagai berikut: Struktur tarif
digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak.

Besarnya tarif retribusi rumah potong hewan ditetapkan dalam dafta

Ketentuan Pasal 35ayat(2) hurufadan b diubah danditambah
huruf d, sehingga Pasal 35 berbunyi (terlampir).

Peraturan Derah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun

untuk pedagang.

2) Jasa pelayanan/pemakai

tribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan

dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

r tarif digolongkan menurut penyediaan tempat, frekuensi, luas pemakaian,
nis pelayanan dan kelas pasar.
2) Besaran tarif retribusi pasar atau kios ditetapkan sebagai berikut; (Terlampir). Dapat

dilihat pada Lampiran 3.






BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
1.1. Landasan Filosofis

Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan falsafah bangsa Indonesia. Pancasila diangkat
dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam
pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Unsur-unsur yang
merupakan materi Pancasila diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia. Unsur-
unsur Pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara,
sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dan negara
Indonesia. Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar
pada pandangan hidup dan budaya bangsa, Pancasila adalah filsafatinegara yang lahir sebagai
cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia.

UUD 1945 yang merupakan sumber hukum dasag,tertulis berisi“fiorma-norma dan aturan-
aturanyang harus ditaati dan dilaksanakab'oleh semua komponen masyarakat. Maka dari itu
seluruh peraturan perundangan baik yanglbestipa Undang-Undang, peraturan pemerintah,
peraturan presiden, ataupun Bahkan peraturan yafig lebih tinggi, yang pada akhirnya
bersumber pada aturan perundang-undangahtersebut harus dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan ketentuan UUD 1945, danpedomannya adalah Pancasila sebagai sumber dari
segala sumber hukum,

Berdasarkan UUDy, 1945y Bab®VI tentang pemerintah daerah, Pemerintahan daerah
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-
undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak
menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi
dan tugas pembantuan. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur
dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya
lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara

adil dan selaras berdasarkan undang-undang.



Desentralisasi diharapkan berdampak positif dalam performa perekonomian. Hal tersebut
disebabkan Pemerintah Daerah memiliki keunggulan informasi yang lebih baik dan lengkap
tentang kebutuhan di daerah dan preferensi masyarakatnya dibandingkan Pemerintah Pusat.
Akibatnya, keputusan Pemerintah Daerah dapat lebih responsif terhadap tuntutan atau
kebutuhan masyarakatnya

Berkesesuaian Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah diberikan
kewenangan dalam mengatur dan mengelola kekayaan daerahnya yangydidasarkan pada
prinsip-prinsip yang berlaku dengan tanggung jawab pemerintah \daerah dah, pemerintah
pusat. Arah dari pelimpahan wewenang ini bertujuan untuk meéwujudkan masyarakat adil dan
makmur. Selain itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2044 juga menimbang lebih jauh bahwa
efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ini perlinditingkatkan dengan
menekankan pada perhatian aspek hubungantantara pemerintahjpusat dengan daerah dan
antar daerah, potensi daerah, keunggulah dan keanekaragaman daerah serta meninjau
peluang dan tantangan global dalam suatuy kesatuansistem penyelenggaraan pemerintah
negara.

Selaras dengan semangat otonomiddaerah,imaka hubungan keuangan antara pusat dan
daerah menjadi suatu fial yang penting.“Belégasi kewenangan tentu akan berimplikasi pula
pada pengelolaan ketiangahdaerah. Pécimbangan keuangan yang semula diatur dalam UU
Nomor 33 Tahtin 2004 petihu dilakukan penyesuaian begitu pula dengan Undang-Undang yang
mengatuf tentang pajak dah retribusi daerah yaitu Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009.
Berpijak pada kondisi iniimaka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terdapat empat pilar utama guna memperkuat
desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan. Empat pilar tersebut adalah
ketimpangan'vertikal dan horizontal yang menurun; peningkatan kualitas belanja daerah,
penguatan local taxing power, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Pada Undang-
Undang ini pun terdapat empat klaster pengaturan yaitu: pajak daerah dan retribusi daerah;
transfer ke daerah; pengelolaan belanja daerah serta pembiayaan daerah dan sinergi fiskal.
Pada klaster pajak daerah dan retribusi daerah dilkukan restrukturisasi pajak, Restrukturisasi

Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu



1.2.

jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara
pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii)
menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi
dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak
terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi

administrasi perpajakan.

ara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda

dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam
berusaha
Landasan Sosiologis
Pendelegasiankewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah daerah dilakukan sepenuhnya

bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi guna mewujudkan kesejahteraan



1.3.

masyarakat. Pendelegasian ini biasa disebut dengan desentralisasi, Bersama ini pula
kewenangan untuk mengelola keuangan daerah juga didelegasikan.

Pengelolaan keuangan daerah tentunya memiliki dimensi bagaimana menarik pendapatan,
mengalokasikan dalam belanja serta melihat bagaimana dampak dari aktivitas pemerintah
daerah pada masyarakat. Pajak daerah adalah salah satu sumber dari pendapatan daerah di
Kabupaten Rembang. Komposisi rata-rata penyusun pajak daerah paling besar dalam sepuluh
tahun periode amatan adalah pajak MBLB, PBB P2 dan dan PPJ. Pajak LB memberikan

kontribusi rata-rata sebesar 30,51%.

Landasan Yuridis ;
Berbagai macam ketentuan telah diatur diantaranya adaladituang alam ketentuan-

ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndan ik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undan omor um, 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

ik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran

ia Nomor 4740);

publik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara
Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruan mbaran Negara
Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Noma

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang T ' ¢ etribusi

Undang Nomor 9 Tahun
23 Tahun 2014 tenta

10. Tah

022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842);
11. atura ngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

. Peraturan*Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 119, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5161);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara

Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);




